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ABSTRAK

Retribusi IMB merupakan salah satu sumber dalam peningkatan pendapatan asli 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang mulai 
mendaftarkan IMB dan melakukan pembayaran retribusi IMB miliknya. Kedudukan 
retribusi IMB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sejatinya tidak selalu 
mengalami kemudahan karena dalam prakteknya hal ini menemui faktor penghambat 
seperti kurangnya sosialisasi mengenai peraturan yang berhubungan yang 
berhubungan dengan izin mendirikan bangunan dan tidak adanya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya memiliki IMB serta waktu pembuatan IMB yang 
memakan waktu cukup lama.

Kata Kunci : Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)

xi
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era pembangunan saat ini dunia bisnis Indonesia mendapat tempat dan 

peluang yang cukup penting bagi perkembangan ekonomi dan peningkataji bisnis 

di bidang properti rumah, transportasi dan komunikasi. Kehadiran berbagai 

investor bisnis asing pun memberikan dampak positif pada pendapatan asli daerah

i(P AD).

Agar di dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan

perlu adanya sarana perangkat perizinan dan perencanaan tata ruang yang tepat. 

Rencana tata ruang yang tepat merupakan sarana pengendali perkembangan fisik

di dalam pelaksanaan pembangunan yang landasan hukum pelaksanaannya

terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan

.2dijelaskan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang di pisahkan

Nurlan Darise., Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Ke/ja Perangkat Daerah (SKPD) 
dan B LU, Jakarta : PT Indeks, 2009, hlm. 33

Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 75 
Pennendagri), Jakarta : PT. Indeks, 2009, hlm. 43
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

retribusi daerah berlandaskan pada Undang-UndangDasar pemungutan

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan pelaksanaannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 

badan.6

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya

dan perkembangan pembangunan kota Palembang pada khususnya yang

menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik di bidang teknologi 

maupun di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat 

sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota di masa mendatang, oleh 

sebab itu perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah untuk menata dan

3 Lihat Pasal 18 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Lihat Bab XIII, Pasal 73, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak 

Lihat Bab IV, pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi 

Nurlan Darise, Pengelolaan Keuangan Pada...., Op. Cit., hlm. 35

Daerah

Daerah

1
M
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mengatur bangunan.7 Salah satu tindakan nyata yang sudah dilakukan pemerintah 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan PERDA Nomor 13 Tahun 

2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin mendirikan bangunan yang 

kemudian disingkat dengan IMB adalah izin yang digunakan untuk mendirikan 

bangunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan merupakan retribusi perizinan 

tertentu. Dalam hal ini kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk adalah Dinas

Tata Kota.

Dengan mempertimbangkan aspek teknis bangunan juga memperhatikan izin 

yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota yang berupa rekomendasi izin lokasi 

maka di dalam pemberian Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) hal ini sangat 

tergantung dari keputusan izin lokasi yang diberikan oleh pihak terkait. Dasar 

pertimbangan pemberian IMB secara aspek teknis maupun fatwa rencana adalah 

untuk pencapaian semaksimal mungkin dari tujuan IMB itu sendiri antara lain 

keselamatan bangunan dan pemakai bangunan, melestarikan lingkungan dan 

memperkaya kebudayaan bangsa.

Tidak terlepas dari tujuan atau masalah tersebut di atas timbul pertanyaan, 

apakah dengan munculnya Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan Kota 

Palembang, bangunan-bangunan di kota Palembang menjadi tertata rapi dan 

apakah Peraturan Daerah (PERDA) tersebut bisa menjadi suatu jaminan. Kedua 

pertanyaan ini masih meninggalkan tanda tanya.

Marihot. P. Siahaan., Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta • 
Persada, 2008, hlin. 40 PT Raja Grafmdo
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Di dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk 

menghilangkan anggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan 

dengan IMB walaupun di sisi lain banyak sekali permasalahan-permasalahan 

timbul baik dari Pemerintah Kota maupun dari masyarakat. Salah satu 

permasalahan yang timbul adalah kurangnya informasi masyarakat mengenai 

prosedur untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Banguan (IMB). Hal 

itu dikarenakan kurang realisasinya Pemerintah Kota di dalam memberikan

yang

keterangan dan pengetahuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan beserta

prosedurnya sedangkan permasalahan yang timbul dari Pemerintah Kota sendiri 

adalah tidak jelasnya mengenai apakah IMB itu termasuk di dalam kategori pajak 

atau kategori retribusi.

Salah satu usaha pemerintah kota dalam merealisasikan IMB yaitu bahwa 

mulai tahun 2003 warga kota tidak perlu antri lama di kantor Dinas Bangunan 

(Disbag) dan melewati proses yang cukup berliku untuk memperoleh IMB karena 

permohonan 1MB cukup di kecamatan dan kewenangan ini diberikan Pemerintah 

Kota kepada kecamatan. Selain menerima permohonan, kecamatan bisa 

menghentikan pembangunan yang tidak dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). Dengan adanya usaha dari Pemkot ini diharapkan selain dapat 

memudahkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan mengenai IMB dan 

S1MB juga dapat menata bangunan-bangu 

sehingga menjadi rapi.

yang sudah ada di kota Palembangnan
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Dalam pasal 23A UUD 1945 pasca amandemen dinyatakan bahwa pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

Artinya, Dewan Perwakilan Rakyat di ikutsertakan dalam 

pengaturan pajak dan pungutan lainya, bahkan pada hakekatnya Dewan 

Perwakilan Rakyat lah yang memutuskannya.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam disertasi yang beijudul 

"Pajak dan Pembangunan”, pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke 

sektor publik berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang dipungut untuk membiayai pengeluaran umum.9 Adapun 

yang dimaksud dengan pengertian hukum pajak adalah himpunan peraturan- 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak dan 

diantara lain mengatur hubungan siapa-siapa dalam hal apa di kenakan pajak 

(obyek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pungutannya, cara penagihannya 

dan sebagainya.

Sebagai hukum, peraturan mengenai perpajakan pada intinya bagi wajib 

pajak memuat kewajiban-kewajiban hak-hak dan sanksi administratif maupun 

sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan 

tersebut10

undang-undang.

Lihat Pasal 23 A UUD 1945 (Hasil Amandemen Keempat)
9 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta : PT Raja Grafmdo, 1993, hlm. 26

C. S. T. Kancil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Cet. 8 Jakaita : 
Balai Pustaka, 1989, hlm. 326 - 327
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Berdasarkan uraian inilah, maka penulis memilih tema penelitian dengan

judul KEDUDUKAN RETRIBUSI IMB DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT PERDA NOMOR 13 TAHUN

2004 DI KOTA PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat

beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kedudukan retribusi IMB dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah menururt Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 di Kota

Palembang?

2. Faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi peningkatan

Pendapatan Asli Daerah menurut Perda Nomor 13 tahun 2004 tentang IMB di

Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1 Untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah di Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 

2004 tentang IMB.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat apa saja yang dapat mempengaruhi 

peningkatan retribusi melalui pengaturan hukum di Palembang.

§
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D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa retribusi IMB merupakan 

sebagian upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah Palembang.

2. Memberikan pengetahuan kepada masayarakat apa yang dapat mempengaruhi 

peningkatan retribusi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan cara maksudnya dengan

penelitian diharapkan data yang akan didapat adalah data yang obyektif, valid dan

realible. Obyektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, 

valid berarti adanya ketepatan antara adanya data yang terkumpul oleh peneliti 

dengan data yang teijadi pada obyek yang sesungguhnya, dan realible berarti 

adanya ketepatan / keajegan yang didapat dari waktu ke waktu, mengingat 

pentingnya metode penelitian bagi penulis dalam menemukan, menentukan dan 

menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut:

7



1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pada tema penelitian yang telah dipilih, penulis 

menggunakan metode penelitian hukum normatif11 yang mempelajari 

membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka yakni peraturan perundang-undangan 

dan kedudukan dari retribusi IMB itu sendiri dalam aspek meningkat pendapatan 

asli daerah menurut Perda Nomor 13 Tahun 2004 di Kota Palembang.

dan

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan

bahan pustaka (tertulis), sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara

umum maka yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam

12penelitian hukum normatif disebut bahan hukum mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri

dari:

a. Undang-Undang Dasar 1945 ;

b. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin

Mendirikan Bangunan (IMB)

11 Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 24. 
n Data primer adalah fakta-fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian di 

lapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian, sedangkan data sekunder adalah berbagai 
informasi yang sudah berbentuk bahan tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika 
dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

8



2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil 

karya kalangan hukum dan lain sebagainya ;

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Contoh : kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang akan dilakukan penulis, sebagai berikut:

a. Mencari data atau informasi mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang

bisa dijadikan dasar hukum untuk menanggapi masalah yang akan dikaji.

b. Data atau informasi yang telah terkumpul dari penelitian dilakukan analisa

secara kualitatif.

Untuk memperoleh data atau informasi tersebut digunakan teknik penelitian 

kepustakaan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu 

melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen- 

dokumen serta tulisan pakar hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milahkan 

atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam bagian-
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bagian yang dijadikan analisis. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan

analisa kualitatif.

Analisis kualitatif digunakan apabila datanya berupa keterangan dan bahan-

bahan tertulis. Analisis ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan

(data) yang dan diolah dengan cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum.
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